ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Mmﬁuﬁ Eaﬂm iT Ba’b 1, V W @an WH)

Oleh Rameiarz, S H., M ,H

1 '-?egléahuluan

pzdana vang dalam prakteknya tidak dijalankan akan menurunkan
kewibawaan dari penguaso. Ini adalah salah satu sumber krisis
kewibawaan. Maka hendalnya selalu disadari oleh pembentuk undang-
undang, bahwa penggunaan hukum pidana harus hemat dan bahwa
pidana itu bersifat subsidaiy, dalam arti bahwa apabila sarana-sarana
lain lebih bermanfaat dalam memperiahankan sesuatu nilai atan norma
hendaknya jangan digunakan hukum pidana.”' Nasihat Prof. Sudarto ini
Liranya relevan direnungkan dan diperhatikan dalam konteks penyusunan RUU
KUHP yang sekarang dalam proses sosialisasi ini, dan teriitama nanti dalam
pembahasan di DPR. Hal tersebut mengandung makna bahwa apa vang
diromuskan dalam RUU KUHP ini bukan semata-mata benar secara teoritis,
akan tetapi hendaknya merupakan suatu perundang-undangan pidana yang
mudah dan dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana, sehingga tujuan
hukum pidana® menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum dapat
tercapai.

Bertiiik tolak dari pemikiran tersebut, maka dalam pembahasan terhadap
Rancangan Undang-undang ini akan digunakan pendekatan teoritis dan praktis.

" Disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang diselenggarakan cieh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Australian Government's Legal
Development Facility (LDF}, di Jakarte tanggal 24 Maret 2005

P Sudario, Hukam Pidana dan Perkembangan Muasyarakal, Kajian Terhadap Pembaharvan Hukum
Pidana, Sinar Baru, Bandung, -~ hal 38

* Jan Remmelink, Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang FHukum Pidana Indonesia (fnfeiding
tor de studie van het Nederlandse Strafrechi), diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, etal.,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 14

67

Suain pemtuian zmdang zmdfmg, Mmsusnya zmdang undang -




ﬁamﬁ_ EE&MJ HDONERES Vol 2 No, 1 - Maret 2005

Pendeka{an teoritis dlm’ﬂ\*sudkan denﬂan menckaji permasalahan yang
berkaitan dengan; s

a. Kebij akan kﬁﬁlih&ﬂisési dalam pe1u1n11$an perundang-undangan apakah
“sudah sesuai dengan funtutan masyarakat bahwa perbuatan tersebut
dipandang sebagaz perbuatan tercela, jahat, dan bersifat melawan hukum.
Bagaimana kecendemngan perbuatan tersebut ditinjau dari intensizas dan
 kualitasnya sehingga mengganggu tertib sosial dan pantas untuk diberikan
sanksi pidana bagi pelang gamya. - AT
b Pemmus,an delik atau peri baamn pidana, apakah menoandun uns’ur'-ii‘ijsur
~perbuatan pidana, yang secara teoritis terdiri dari: N
1) kéf,izﬂs:uan danakiba; '
' 2) halikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3} keadaan tambahan yaﬁg memberatkan pidana;
4 unsur melawan hukum yang objektif;
3) unsurmelawan hukum yang subjektif.’
- Berkaitan dengan hal it juga dikaji bagaimana teknik perumusan delilnya,
apakah dengan perumusan formil atau perumusan materiil, apakah
‘perumusannya hanya dengan penyebutan unsur-unsur delik atau hanya
kualifikasi delik atau penyebutan unsur dan juga penyebutan kualifikasi
delik. | - :
¢c. Penafsican rumusan delik apakah sesuai dan memenuhi kebutuhan teori
dan praktis, artinya bahwa rumusan dimaksuvd tidak menimbulkan
multipenafsiran sehingga memiliki kepastian.
d. Memperbandingkan perumusan delik dalam RUU dengan KUHP yang
lama atau perundang-undangan pidana lainnya.

Pendekatan praktis dimaksudkan untuk mengkaji apakah perumusan delik
yang tercantom dalam RUU tersebut mudah dan dapat ditmplementasikan dalam
praktik menghadapi kasus-kasus kejahatan yang sekarang terjadi di masyarakat
maupun yang mungkin akan terjadi di kemudian hari yang tidak terpikirkan
saatini. Singkatnya, apakah perurmusan delik tersebut bersifat antisipatif dan

Juiuristik. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan yang sering dibadapi
dalam praktik penerapan hukum adalah rumusan perundang-undangan pidana
tidak mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin

3 Moefjano, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakaria, 1993, hal. 63
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- kompleks maka ter j&dl perbuatdn perbuaian yano menﬂandung 51kap hatm o
: 'gahat namun temydta tldak tarjcmt dalam rumusan delik. - SR

Menamﬂat banya}{nya maten yan<J d1bahas (sebanyaix 151 pasal) dan

o Leterbal&san Wd}\tu yang tersedn tentu saja pembahasan yang akan dxlakukan '- e
: 'udak munciun tezmc:;l Oleh Mu end itu, pemb‘ﬁmsan terutama d1tu}ukan untuk B
'menﬁkajz pemmusan—parumusan deilk yamI men UdﬂdUHU permasaiahan d&n_ ST

T a%pe}\ teoritis aiaupun pr: akUS

B 2 deak Pldana tei hadap Keamanem Negara B R
: '::-.. : Sepem h’tlnya KUHP RUU ini ]uga menggundkan judul Edb I denoan |
- deak Pidana remczdap }&eammzmz  Negara”. Perbedaannya, dalam RUU
1, Sl_stem_'t_ul\aBab_I terdiri dari 5 bagian dan setiap bagian terdiri dari paragraf
yang késelumhannya memuat 52 pasai. ' ¢

2 1 Bagmn K@sam 'E’mdak Pﬁdam ierhadap Ideologi Megara
2.1 Paramaf 1

Pada Paragmf 1 memuat 1&1 angan terhadap penyebaran ajaran
Komumsnae/Malmsme Leninisme, yang terdiri dari Pasal 205 sampai dengan
Pasal 211. Dehk yang diatur di sini adalah merupakan delik-delik baru dalam
RUUKUHP. Kebijakan kriminalisasi ini tampaknya dilandasi oleh politik hukum
untuk menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia. Hal ini tampak dalam rumusan Pasal 209 ayat (1) maupun
penjelasannya yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Komunisme/
Marxisme-Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada
dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse
Tung, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang
bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Adapun rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 209

(1) Setiap orang yang secara melawan hulum di muka wnum dengan
lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau
mengembangkan ajaran Komunisme/Muarxisme-Leninisme dengan
maksud mengubah ataw mengganti Pancasila sebagai dasar negara,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
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( 2 ) Kerenman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dzlcecualz.kan
' JzRa pefbaamn in. dzlakukan umuk kegiatan ilmiah.

'PascﬂZiG
{ Z ) Senap orang yang secara melawan hukum di puka winwn denaan
lisan, tulisan, dan/atai melaluz media apa pun, menyebarkar atau
mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme yang
bemkrbai timbulinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan
B pzdanu, penjara palmg la:na 10 {sepuluh) fahun. . . '
' (2) Tindak Pidana sebagmmana dimaksud paa’a ayaz (]) vano
' ffzengakzbafkan Imzbuln}a korban jiwa atau kerugian haria. benda
dzpzdana dengan pzdarza pen;am paling lama 15 ( Z:ma belas} z‘ahun

PasalZH

Dipidana defzgfm pidana penjam paling lama 10 (sepuluh) tahun Sefzap

Orang yang: '

a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras
menganui ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme,

b.  mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada
“organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya
berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dengan
maksud mengubah dasar negara; atau

c.  mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada
organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, vang diketahuinya

berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dengan -

maksud menggulingkan pemeriniah yang sah.

Sebagai komentar terhadap perumusan pasal-pasal tersebut dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1) Salah satu unsur yang dilarang menuruat Pasal 209 ayat (1) adalah bahwa
penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
ite adalab dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila
sebagai dasar negara. Unsur terakhir int adalah mempertegas ramusan
delik tersebut sebagai delik formil, artinya tidak pertu terjadinya akibat
berupa bergantinya Pancasila sebagai dasar negara, tetapi cukup bila dapat
dibuktikan adanya maksud, yang merupakan unsur kesengajaan, dari
terdakwa untuk mengganti atau mengubah Pancasila sebagai dasar negara,
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Bei bedahﬁnya denﬁan mmuqan P‘v;al 210 ayat (1) yang salah satu

SE ?;'.'unsumyamenyataf .. yang ber akibat timbulnya kerusuhan dalam

maqyamkat ”Unsurlmmenunjukkanmmusandeiﬂunaieml yang berarti ~

B bahwa akibat harus dibuktikan. Sepcmjan g kerusuhan dalam masyarakat

e tidak terjadi, ma};a penyebaran dan peng cremban gan a_]dl an Komunisme/
o] Mmmsmeulﬁmmsme tersebut tidak alan chhukum menurui Pasal 210. Akan
tetapz sehahpnn md%]\ memmbu]kdn kerusuhan dalam masyarakat, namun .

ang bersangkutan masxh dapa.i ditunmt berd%arkan P'isal 209 dyat (1.

- 'jff llhka dmerhaﬁkm mmusan Pa;aj 21() ayat (1) mauoun ayat{Z),maka

i ._'-sesungcruhnya mmupalxan rumusan yang men%ndtmo unsur yang disebut

. 'sebagal “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” dari delik Pasal
. Memperhatikan hal tersebut, maka menurat pendapat penulis lebih
'- : tepat jikasekiranya Pasal 210 cigad;kan sebagai ayat tambahan dari Pasal
209, dengan catatan tentunya ancaman pidana dalam Pasal 210 ayat (1)
“diperberat lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Rumusan yang disertai dengan
-~ unsur “keadaan tambahan vang memberatkan pidana” demikian i,
dijumpai dalam Pasal 351 KUHP di mana penganiayaan biasa menurut
Pasal 351 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8
bulan, akan tetapi jika perbuatan menimbulkan hika-luka berat, ancaman
pidana diperberat menjadi 5 tahun, dan jika mengakibatkan mati ancaman
pidana diperberat menjadi 7 tahun. Dengan demikian, perumusan delik
penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme akanJebih efisien dan
praktis.
- Disarankan perubahan ramusan Pasal 209 menjadi sebagai berikut:

Ayat (1) : Tetap

Ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun (pindahan dari Pasal 210 ayat (1)).

Ayat(3) : Jika perbuatan mengakibatkan orang lain luka atau kerugian
harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun (pindahan dan perbaikan istilah korban jiwa
dari Pasal 210 ayat (2)).
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Ayat(4) .. Jika perbuatan mengakibatkan orang lain frzati, dipidana
. - dengan pidana penjara seumur hidup (pindahan dan perbaikan
- astilah korban jiwa dari Pasal 210 ayat (2)).

"._Ayat (5) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk kegiatan 1lmiah
- “dan tidak dimaksudkan untuk mengubah atan mengganti
» . Pancasila sebwm dasar negara. SRR

Sebaﬂaz penj eiasan cia.ﬂ sar an pel ubahan tergebua: dapai: dﬂxemlﬁ{akan

.' ".bahwa IStﬂ&h Forban ji 31wa * dalam Pasal 210 perlu dlpex jelas dan dlbedakzm

2)

- antarakorban jiwa yang “menderita luka” dan korban jiwa “mati’ ,sehmgga

uniuk keadilan, ancaman hukumannya harus dibedakan. Oleh karena #tu,
perlu dijadikan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) dengan ancaman
pidana yang berbeda.

Sementara itu, rumusan Pasal 209 ayat (2) yang dinsulkan menjadi
ayat (5) perlu ditambahkan rurousan “fidak dimaksudkan untuk mengubah
ataumengganti Pancasila sebagat dasar negara”. Hal ini dimasudkan agar
rumusan tersebut menjangkau dan menghukurm perbuatan yang dilakukan
dengan dalih kegiatan ilmiah, tetapi sesungguhnya memiliki maksud
mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Mengenai rumusan Pasal 211 haruf b mengenai unsur: ... ataw dengan
maksud mengubah dasar negara”; menunjuklkan rumusan alternatif, artinya
yang dilarang menurut Pasal ini adalah mengadakan hubungan atau memberi
bantuan kepada organisasi (di dalam maupun di luar negeri) yang
berasaskan Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dapat juga kepada
organisasi yang memiliki maksud mengubah dasar negara. Jika demikian
halnya, maka pemimpin setiap organisasi politik maupun organisasi
kemasyarakatan, misainya, tidak boleh mengadakan hubungan dengan
Partai Komunis.China, sekalipun tidak ada maksud untuk mengubah atau
mengganti dasar negara. Sementara itu, dalam sistern ketatanegaraan dan
pemerintahan China, Partai Komunis China merupakan salah satu organ
resmi negara atan pemerintah. Oleh karena itu, dalam praktik akan menjadi
janggal apabila dalam hubungan internasional yang resmi perbuatan-
perbuatan seperti tersebut menjadi dilarang dan diancam dengan pidana.
Menurut pendapat penulis bahwa yang dilarang dalam perbuaian ini
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cadalahmengadakan hubungan atau bantuan kepada organisasi vang
diketahuinya berasaskan ajoran Komunisme/Marxisme-Leninisme

;_dengan maAsud menoubah dascu negara. Oleh karena itu, seyogyanya

o Lata “atan” dalam rumusan tersebut “dihapuskan”.

Demzkaan _]Ll oa hainya dexwan runusan Pam} 211 hurnfc mencrena,l _

. atau dencran maksud men g thhnULa:a pemenntah yang sah.’ ’Dengan

_'_aiasan seperti tersebut di afas, mutatis mutandls diS&l ankan }\ata a;tau’?

dzhapuskan dzm mmusan. g

- 3) Penjelasan Pasal 210
~ Disebutkan dalam Penjelasan Pdsal 210:° Lihat Penjeiasan Pasal 207"".
Sementara itu, pada Penjelasan Pasal 207 disebutkan: “Cukup jelas™.
~-Apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 207 yang sesungguhnya berisi
-pengertian istilah: *Kerusakan lingkungan hidup”. Dengan demikian,
Penjelasan Pasal 210 adalah tidak ada hubungan dengan Pasal 207, dan
- kemungkinan hal ini terjadi karena salah ketik. \

B Namun deﬁﬁkian, karena rumusan Pasal 210 telah disarankan untuk
dijadikan ayat dari Pasal 209, maka Penjelasan Pasal 210 tidak diperlukan

lagi.
2.1.2. Paragraf2
‘Paragraf 2 berisi 1 (satu) pasal yaitu Pasal 212 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum di muka wmum dengan
lisan, fulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyaitakan keinginan
untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang
berakibat timbulnva kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan
korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Rumusan yang berbunyi: “menyatakan keinginm-r untuk meniadakan
ataumengganti Pancasila sebagai dasarnegara,” sesungguhnya merupakan
perumusan delik formil. Akan tetapi, dengan adanya rumusan berikntnya yang
berbunyi : “vang berakibat timbulnva kerusuhan dalam masyarakat atau
menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda”, maka perumusan
Pasal 212 menjadikan sebagai delik materiil. Hal ini berarti bahwa untuk
penuntutan atau pemidanaan terhadap pelanggaran delik ini baru dapat dilakukan
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apabﬂa akibat dari kelakuannya yang berupa kerusuhan dalam masyar akat,
atau Lorban jiwa atau korban harta benda, betul-betul telah terjadi.

Dzm aspek pr aktxs fentu perumusan yang deim}qan tidak meng'mdunﬁ
sifat pr evenst dan szmwat potensml menimbulkan gangguan keamanan nasional
maupun sistern Retaiane%1 raan Kar end penmddkamaya bam d}i&kﬂkﬁﬂ scteiah
_tlmbul 1\_01 usuhzm atau kmban }zwa S

Oleh }m ena Hu disarankan agar aaiam pemmusan ditanlbahl{an Lata
“dapat inenimbulkan kerusokan dalam masyarakat atau memmbzd!can
Aorban Jjiwa atatt kem gian hmta benda.” Lo

2.1.3. Pen}musa,n Sensifif

- Perumusan tindak pidana terhadap ideologi Negara yang diatur datam
Bagian 1 Bab 1 Bulku T RUU KUHP ini diakui sebagai perumusan yang sensitif,
karena perumusan yang menggunakan istilah-istilah “menyebarkan”,
“mengembangkan”, maupun “secara melawan hukum di muka umum dengan
hisan, tulisan, dan/atan melalui media apa pun menyatakan keinginan ... dan
seterusnya’, sangat erat dengan hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak
mengenai kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berbicara, dan
kebebasan memeluk agama.

Perumusan tersebut diduga akan mengundang opini “kontra” karena
kekhawatiran akan terjadinya pengekangan hak-hak asasi manusia bagi yang
kontra, dan di pihak lain opini yang setuju atau pro dengan alzsan demi eksistensi
negara kesatuan Republik Indonesia serta perlindungan hak-hak asasi
masyarakat yang lebih besar. Dalam menyikapi permasalahan yang demikian,
kiranya perfu diperhatikan pandangan Prof. Cemar Senoadji yang menyatakan
bahwa: “hak-hak asasi dijunjung tinggi, hak-hak dan kebebasan politik
diperhatikan, hal demikian adalah suatu syarat pokok bagi * Rule of Law”
akan tetapi ia tidak merintangt adaiya mujuan untuk mencapai “security”
politik, ‘ekonomi dan cultureel bagi negura-negara yang berkembung
misalnya.” " Dalam membahas hak-hak asasi manusia dalam negara hukum

4 Oemar Sencadji, Indonesia Megara Hukum. Prasaran vang disampaikan dalam sapposium Universi-
tas Indonesia tanggal 2 Mei 1966, dikumpulkan oleh Fakulias Hukum dan ilmu Pengetahuan
Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Penerbit Seruling Masa, Jakartz, 1966, hal. 22
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'_ Indonesm (Pancasﬂa) Prof. Oemzu Senoadji lebih jauh menegaskan bahwa:
dalam Republik Indonesm di mana Panca.sz[a dipandang sebagai dasar
_ _pokok Jigkum naszonal maka dijagalah keseimbangan antara
pei ima’wzg(m kepentmgan pememangan dan R(,penrmgan masyarakat.’

Qan pamciaman tersebut dapat d1paha;m bahwaupaya pengamanan atay
penjagaan Pancacula sebagai ideologi nemr'i dari tindak kejahatan yang akan
- mengubah atau mengganti; tidak akan mengul angi perlindungan ter hadap hak

_asam manusia. Pcnegas&n P@ncasﬂa sebamu 1deolog; negara seperti yang

- -d1rumuskan dalam RUU KUHP ini _}LIS{] u menunjukkmi pohtxk hukum untuk
men}acra eLsmtensx Necrma Kebatuan Repubhi\ Indonama %

Dlmasui{kemnya pewmusan tindak p1dam terhadap ideologi negaradalam
RUU KUHP, bukan dalam suatu undan g-undang khusus tersendiri, mengandung
pengertian bahwa hukum acara p;dana yang berlaku adalah ketentuan hukum
acara pidana umum seperti terhadap tindak pidana lainnnya, Dengan demikian,
tindakan yang diterapkan (penangkapan. penahanan, dan sebagainya) kepada
terdakwapelanggar tindak pidana terhadap ideologi negara adalah sama dengan
tindakan yang diterapkan kepada terdakwa pelanggar tindak pidana lainnya.
Tidak ada kekhususan (cksepsional) dalam hukum acara pidana bagi pelanggar
tindak pidana terhadap ideologi negara. Dengan demikian, tidak akan terjadi
adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam menyidik atau menuntut terdakwa
pelanggar tindak pidana terhadap ideoiogi negara.

Hanya saja perla diperhatikan bahwa dalam perumusan Pasal 209 sampai
dengan Pasal 212 terdapat perumusan yang luas dan bersifat umum, yang
berpotenst untuk ditafsivkan lebih luas lagi melalui penafsiran ekstensif. Rumusan-
rumusan dimaksud misalnya: “menyebarkan atan mengembangkan ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme den gan maksud mengubal: atan mengganti
Pancasila sebagai dasar negara” (Pasal 209), “menyatakan keinginan untuk
meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara” (Pasal 210). Sikap
yang eksesif dalam menafsirkan perumusan tersebut dapat mengakibatkan
bahwa suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak termasuk dalam jangkauan
peraturan perundang-undangan pidana, tidak dengan mempergunakan

5 1ibid, hal.38
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p@nafsu an atm :u}teml etasi ekqtensif lalu perbuatan dimaksud lerczﬂ\up sebacrﬂ.t
' tmdak p;da"la dengzm TUITUSAn yang luas dan bersifat umum.

_ " Prof. OBH}’H‘ Senoad lji mencmvatk'm praktik peradilan unfuk menj acra agar

. udak tei_}ddl penafbnan yang terlalu luas terhadap romusan demikian. Gejaia
| overspannmo" dalam hukum pidana seperti itu petlu.dengan ‘suatu
ieciusvervzjnmg ‘yaitu! pembata%’m suatu ketentuan umum dencran

- kekecualian yang khusus sifainya. (’Muncr}ﬂn sudah merupakan la_ebumhan aniu}\
- .__mcngada}camesmkm 1eihadap mmusan "yanﬂ bersxfat luas umum dan 1erbu}m

2 2 Bagian Kedua deak ?}dana Makar
‘Adas (hrm) jems tmdak pxdana yang dlatm d'iidm tmdak pldana 'Hldl(’ﬂ
1;11 yaitu -

a. - makar terhdddp Presiden dan Wakﬂ Presiden, yang dilakukan dengan mjuan.
- - membunuh Presiden atau Wakil Presiden;
- . merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;
-~ . menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu mengal"mkan
. pemerintahan.
b. makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: _
- dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh
kepada kekuasaan asing; atau
- dengan maksud supaya bagian dari wilayah Indonesia 1erpmc1h atau
terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah;
pemberontakan;
e. mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan
maksud membujuk agar memberi bantuan untuk suatu penggulingan
pemerintah yan g sah.

Tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal
217, pada prinsipnya hampir sama rumusannya dengan tindak pidana yang
sama yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, tidak akan dilakukan
pembahasan terhadap perumusan pasal-pasal tersebut.

6 ibid, hal, 83 - 84

76



o '._':pembahasm

Pembahasan atas Rancmnm Uzsdann Undang Temang KUHP

" ___2 3 Bagaan Ketaga ’E‘mdak Pldana terhadap Perﬁ:ahanan dan Keamanan o
| Negara - S

2.3 1 deaL Pidana teihadap Pertahanan Neoara _

_ deak ptd'ma yzmg diatur daiam Pasal 218 sampai dengan Pasal 224
; pada dasamya juga mempakan tzndah ps,dana yang sama dirnmuskan dalam
- _Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 KUHP,

S Oleh karena itu, teihadap pel umusan pasal—pasal dimakqud uda.k dﬂakukan .

Héﬁ.y.a.saja rumusan dalzun Pasal 219 yancr mem}uk kepada Pasal 228,
mungkin ierdapat kekeliruan penulisan. Pasal 219 hurufa yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana peryam paling lama 2 (dua) mhun alai denda

pahng banyak Kategori 111, Serzap orang yang:

a.  memberi tempat menumpang kepoda orang yang tanpa wewenang
berusaha atau mencoba uniuk mengetahui selurul atau sebagian
surat, peta buwi, rencana, gambary;, atau barang yang bersifat rahasia
negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 .,..”

Apabila diperhatikan bunyi Pasal 228, rumusannya sesungguhnya
menunjuk kepada objek rahasia negara yang disebut dalam Pasal 227.
Dengan demikian, rumusan Pasal 219 yang merujuk Pasal 228 seharusnya
merujuk pada Pasal 227.

Ketentuan Pasal 223 yang meromuskan tindak pidana mencegah orang
untuk masuk menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden atau pejabat
yang berwenang, merupakan rumusan yang sama dengan Pasal 238 KUHP.

2.3.2 Tindak Pidana Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran
Rahasia Negara

Tindak pidana yang diramuskan dalam Pasal 225 mempakan ketentuan
baru, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP (lama). Tindak pidana ini
mengenai hubungan dengan negara asing atau organisasi asing untuk melakukan
permusuhan atau perang dengan negara Republik Indonesia.

Sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal
230 merupakan rumusan yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 112 sampai
dengan Pasal 116 KUHP,

77




+ Juenest LEGISLASI INBORESIA 'Vol. 2 No. 1 - Marer 2005

_ Ketenman PasaI 231 memlhki rumusan yang hampir sama demzm P‘tszﬂ
128 KUHP :

2 3. 3 Tindak Pidana Sabotase o

“Tindak pldma sabotase pem'zh dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) anUI\a
5: UndangnUndanO Nom01 11/PNPS/1963 tentang Pember. antascm Kematcm

- Subvel si. Pengertian sabotase adalah perbuatair seseorang gyang dengfm maksud '

atau nyata—ny%ta den gan m*zkeud atau yang mengetahuinya amu patut
' dlketahumya merusaix 11161’1;1tang1, menghambat, merugikan atau memadakan
-sesuatu yang sangat penting bagi usaha pemerintah, mengenai: \

a. bahan‘bahan pokok kepel Tuan hidup rakyat yang diimpor atau dmsahakan

.oleh Pemerintah;
. produksi, distribusi, dan kopeiagl vang diawasi Pemerintal;

c. . objek-objek dan proyek-proyek militer, industri, produksi, dan
perdagangan Negara; :

d. proyek-proyek pembangunan semesta mengenai industri, produksi,
distribusi, dan perhubungan lalu lintas;
instalasi-instalasi Negara;

£ perhubungan lalu lintas (darat, Jaut, udara, dan telekomunikasi).

~Dalam Pasal 232 disebutkan adanya 2 (dua) macam perbuatan vang
merupakan tindak pidana sabotase, yaitu:

a. setiap orang yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat
dipakai, menghancurkan, atau mermusnahkan instalasi negara ataw militer;

b. setiap orang yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan
pengadaan atau distiibusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup or: ang
banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 1/PNPS/1963 memang sangat
luas pengertiannya dibandingkan dengan Pasal 232 yang lebih singkat dan pasti.
Hanya saja rumusan Pasal 232 huruf'b dengan istilah: “meghalangi” atau
“menggagalkan” dapat ditafsirkan secara luas, apabila dalam praktik tidak
dilakukan pembatasan melalui rechisvijning (penghalusan hukum), in casu
dalam pembuktian unsur “sengaja” untuk menghalangi atan menggagalkan
kebijakan pemerintah. Unsur kesengajaan menghalangi atau menggagalkan
kebijakan pemerintah inilah yang akan membedakan tindak pidana sabotase
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. Pembazhagan aia.s Ra.n.;zmgan..Uﬁ.d;lng~Un.ti_ang._T.e,_zz_t_ang KUHP - )

._."den gan tll}dali p}dana Iamny'i Mlsainya seoran peﬂgusaha yang menoetahm_ e
= _bahwa beber apa minggu kemudian pemer mtah akan menalkkan hargaBBM .

'-(bahau balmr mmyak) kemudian dia meiakukan pemmbunan sebanyak—

- banyaknya sehm ater;adl Lelan 1(‘12111 BBM di masyalakdt Set&lah harga
' M dinaikkan oleh pemeﬂntdh yano bexsmgkutan mergualke mabymakat S
S sehmg 'a'mendapat Leﬁntuncan L yang qangai besar. Apabila pemmbunan ity
N dlhl\ukan sem'ata—mam dengdn maksud unmk memperoleh Leuniunﬂan tenty
_-'pmbuatmmyabukfm sabotase. Akan '[E‘;tapl bila pemmbunan n:u dimaksudkan
o :'avml eresahkan masya.rakat dan kebgal\an pemermtah gagal, barulah dapat ;-
" dikatakan melakukan tindak pidana sabotase. Hal ini adalah menymacrkutansul N

kesengajzun yanc haz us dibukﬁkan oleh jaksa pemmtut UMM maupun haknn

2 3. 4 deflk Pidana WaL.tu Pemnﬁ

““Tindak pldana yano diremuskan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal
237 pada dasarnya mempakan tindak p1dana vang dirumuskan dalam Pasal
123; sampai dengan Pasal 129 KUHP (lama). Dengan demﬂqcin uda}{ dllaklﬂ\an
pembahasan terhadap rumusan pasal pasaI ter: sebut

2.3.5 Tindak Pidana Terorisme.
2.3.5.1 Tindak Pidana Terorisme.

Rumusan Pasal 238 dan Pasal 239 adalah sama dengan Pasal 6 dan Pasal
PERPU (Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang) Nomor 1 Tahun
200’7 jo Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam praktik peradilan
penerapan Pasal ini tidak menimbulkan permasalahan yang berarti, kecuali
menyangkut pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, terhadap rumusan kedua
pasal tersebut tidak merasa perlu dilakukan pembahasan.

2.3.5.2 Tindak Pidana Penyediaan Senjata dan Bahan-Bahan lainnya yang
Berbahaya

Rumusan Pasal 240 pada dasarnya sama dengan rumusan Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12/Dit/1951 hanya dengan tambahan ramusan
“dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”. Dengan demikian,
tidak perfu dilakukan pembahasan.

Rumusan Pasal 241 mengatur larangan orang yang “‘menggunakan
bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikro organisme, radioakif atau
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:komponezmya Sehmgga memmbu}kan suasanateror, atau rasa takat tex hadﬂp
oraucr secmameluas danseterusnya ' ' IR

: dencran mereka yancr fnengeinbarwkan ' mempmduksz memperde "

" memzlzka maupun mengafrOkut atay mengirim” bahan-bahan ]sm?ua
senjata bzolocns 1ad1010g: rrukroorgamsme radioaktif atau komponelmya unmk

- .tujuan teromsme‘? Me; eka dapat tellepas dau tuntut‘m pzdana

R Rumusan Pasa] 241 mi per lu dlper] elas dan ditambahlxan tuj uan laranrran
R "Pasal ini adalah terutama “untuk dﬁgunakm sebagai senjata atan alaﬂ; yang
' 'meiakm«;an terorisme” sehingga rumusan yang disebutkan bukan hanya

“menggunakan”, tetapi juga “mengembangkan, memprodulsi,
memperoleh, memiliki, menyimpan atau mengangkut” bahan-b’ahdn
kimia, biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya”
dengan maksud untuk tujuan melakukan terorisme. Oleh karena itu, istilah
“sehinggamenimbulkqn” dalam ramusan Pasal 241 tersebut diganti menjadi
“dengan maksud untuk melakukan terorisine” atau “dengan maksud
untuk menimbulkan suasana tevor... dan seterusnya.” Dengan demikian,
rumusan deliknya bukan materiil tetapi menjadi delik formil.

2. 3 5.3 Tindak Pidana Terorisme terhadap Pena;b‘mgan |

Tindak pldana terorisme tezhadap penerbangan yang diatur dalam Pasal
242 sampai dengan Pasal 253, pada dasarnya mengandung rumusan yang sama
dengan Pasal 479 huruf a, 479 huruf ¢, 479 huruf e, 479 huruf f, 479 huruf o}
sampai dengan Pasal 479 huruf p.

Akanp tetapi, ramusan yang tercantum dalam KUHP Pasal 479 huruf b
(karena kealpaannya menyebabkan hancur atau rusaknya bangunan
untuk pengamanan laly lintas udara), Pasal 479 huruf d (karena
kealpaannya menyebabkan tanda atau alar pengamanan penerbangan
hancur atau rusak), Pasal 479 haruf g (karena kealpaannya menyebabkan
pesawar udara celaka), Pasal 479 hurof q (di dalam pesawat melakukan
perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat), dan
Pasal 479 huruf r (melakukan perbuatan yang dapat mengganggu
ketertiban dalam pesawat), tidak diromuskan sebagai tindak pidana
dalam RUU KUHP.
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Pembakasen atas Rancangan Undang-Undapg Tentang KUHB . E

- Disarankan agar ketentuan tersebut dirumuskan kembali dalam RUU
E Klﬁ%?daiam Bab VI tentm}Ode‘ﬂxdeanaym}g Membabayakan Keamanan -
' _Umumbaoi Orancr Ke%ehatdan Barang dgn:l_,l_ng}hgnganI—hdup_daldeag;_an K

o tentang Keselamatzm Pesawat Udaxa

- :k@Wd_] 1bannya pel lu dlpidzma

2.3. 5 4 deakPldanamanﬂenmPenbhmpunan Danaaiau Harta untLﬂ(Temnsme

' Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 254 dan Pasal 255im Sehamsnya
bukan hanya menyediakan atan mengumpulkan dana atau harta kekayaan untuk
tu}uan terorisme, tetapi seharusnya juga mehpuu perbuatan menyalurkan atau
men gu m dana atau harta kekayaan untak tujuan terorisme.

2.3.5.5 Ketentuan mengenai Penggerakan, Pembantuan dan Kemudahan dalam
Tindak Pidana Terorisime

Ketentuan yang diatur dalam Paragraf 5 (Pasal 256, Pasal 257, dan Pasal
258) pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana
terorisme yang péda dasarnya juga permah dirumuskan dalam PERPU Nomor
1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Oleh karena itu,
tidak dilakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dimaksud.

2.3.5.6 Ketentuan mengenai Perluasan dan Pidana Tambahan

Setelah mencenmati rumusan yang dimwuat dalam Bagian Kelima Bab Iini,
tampaknya yang dimaksud dalam pengertian perluasan adalah menyangkut
permufakatan jahat, mempersiapkan atau mempermudah terjadinya tindak
pidana, yang sesungguhnya hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana
bukan menyangkut pemidanaan. Oleh karena itu, disarankan masalah tersebut
dimasukkan dalam Paragraf § yang menyangkut unsur delik dalam bentuk
penyertaan sehingga Bagian Kelima judulnya cukup “Pidana Tambahan ™.
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3. ‘ Tindak Pidana terhadap Eetertiban Umum.
3. 3 Penghmaan tea hadap Ssmh@i Negam dan Pemermmh

'3 1 1 Penod'ian teihadap Bendera Kebanosam Lagu Kebzm S%an dan
LambanENe '

_ deak pidana ini cizamr dalam Pasal 283, suatu imdak pidana yma ]uﬂa
_' dxatm daiam Pa%al 15421 KU}}IP Dengan dermklan txda}\ d;benkan komenmr
B 'terhadap rumusan Peml ini.

| 23 1 Pentrhmaan teﬁladap Pemeﬂniah

imdak puia_ua. ini diatur dalam Pasal 184 dan Pasal ”85 yanc berbunyl
sebﬂgm benkut '_

Pasal 28¢‘r _

“Setiap omng vang di muka umum melakukan penghinacan ferhczdap
pemeriniah vang sah yang berakibat terjadinva keonaran dalam
masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Kategori 1V.”

Pasal 285

Y1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau
menempelkan tulisan atau gambar sehingga tevlihar oleh wmum,
atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh
wmuin, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah vang sah
dengan maksud agar isi penghinaan diketahui wmum vang
berakibat terjadinya keonaran dolam masvarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda

paling banyak Kategori IV,

(2} Jika pembuat findak pidana sebagaimana dimaksud pade avar
(1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya
dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya
putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuaran hukum
tetap karena melakukan tindak pidana vang sama, maka dapaf
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk
menjalankan profesi tersebut.”

Keberatan yang dapat disampaikan terhadap rumusan Pasal ini adalah
perumusannya sebagai delik materiil, berhubung digunakan istilah dalam




'_ 'Ptfl_nbaha%aﬁ ?-%?Q'Raﬁ_?ma%ﬁ Uﬂéaﬂ_&Uﬁdm-Temg;KUH_P

ﬂdﬂ am Pasal 154 dfm Pasal 155 KUI Z{P Dahuiu Pasal ini dzmmuskan secwra' -
: f:_;malemi de'wan kata~kata rumusan “menimbitlkan. atau mempermudah Sy
- ';"rzmbulnya perasaan permusuhan kebenc:an atau pen ohmaan z‘eihadap_'f’-:_ a
. '_pemermz‘ah sehmgga harus dlbal\.tikan adanyd pezasaan pelmusuhan ':; : :_' :
- . kebencian dan penghinaan di kalangan anggota masyatakat, Kemudian harus =
d1bukt1kan bahwa akibat tersebut ada: hubungan kausal dengan perbu&tan:':_;j SN
" terdakwa, Hal-haly yang d@ﬁlﬂ(}aﬂ adalah sangat sukar diterapkan dalam praktik, -
'.'.Da}am tahun 1918 rumusan Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP chgantz dengan S
o Lﬁ{aumummenyafakan pemsazm permusuhan kebenman atau penshmaan y

: tmhddap Pememntah” sehingga. rumusannya menjadi delik formil.

_ OIeh karena itu, disarankan agar mmusan Pasal 284 dan Pasal 285
' dgadlkan rumusan delik formil dengan menambahkan kata “dapat”, sehmgga
rumusannya ber buny1 .. yang dapat mengakibatkan terjadinya keonaran dalam
masyarakat. .. : AL | L '

 Ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 ini diperkirakan akan mendapat
penolakan dengan alasan melanggar kebebasan menyatakan pendapat, suatu
hak asasi manusia yang dihormati dalam ne gar't demokrasi. Perumusan tindak
pldana mengenai hal ini memang menimbulkan kesulitan karena menempatkan
dua }xepentmvan yang bertolak be}akang, yaitu di satu pihak kepentingan
perorangan vang menyangkut hak asasi manusia menyampaikan pendapat, dan
disisi Iam berkaitan dengan kepentingan umum, masyarakat luas yang perlu
menjaga smbihtas dan kewibawaan pemerintah dari tindakan fitnah atau
pencemaran. Menurut Penjelasan Pasal 285 bahwa Pasal ini bertujuan untuk
mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia.

~Untuk menjaga agar kritik dan saran yang baik kepada pemerintah tidak
dituntut atau diadili berdasarkan ketentuan sernacam ini, para ahli sepakat bahwa
penghinaan yang dilarang adalah penghinaan formil yaitu merupakan penghinaan
yang menurut caranya dilakukan dengan kasar, bukan penghinaan matertiil yaitu
meskipun digunakan kata-kata yang mencemarkan, tetapi dalam bentuk
penggunaan kata-kata vang tidak berlebihan, tidak menyakitkan hatt.
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Untuk mengaﬂsz pelmasalahan ini, J.M. Van Bemmelen’ menje]dskan
bahwa agar supaya kebebasan pemyataan pendapat it dijamin lebih bzuk'
pembu'it undzmrr—undazw negen Belanda memper luas dasar penchapus p1dana

dencmn 1edak51 mmusan yaﬂg obJ ektlf yait: :

_ ‘Tld'ﬂx mempakan pencemaran atau pencemaran temzhs sejauh si pelaku
' terpalxsa bertindak untuk membela diri atau dengan itikad baik menduga bahwa
yc ig dituduhkm adalah bena,r dan dﬂaktﬂgan demi kepenung‘ul umum. %

Be; dasaﬂxan uraian e sebut di ata% maka texhadap Pasal 284 dan Pasal

’785 ini, dxsa:fankan agal ditarnbahkan satn ayat yang mengagur Eentang per iuasan

“dasar] penohapus pidana; Di samping itu, perlu ditegaskan dalam P enjeiaqm

Pasal bahwa peng ghinaan ydncr dmlalxsud dalam Pasal ini adalah penghmaan
formil.

3. i3 .. Penghina_an terhadap Golongan Penduduk

" Pembahasan dan saran yang dikemukakan terhadap Pasal 284 dan Pasal
285, kiranya juga berlaku bagi saran perbaikan rumusan Pasal 286 dan Pasal
287.

3.2 Tindak Pidana Penghasutan

- Penghasutan yang dirumuskan dalam Pasal 288 sampai dengan Pasal 291
kiranya perlu diberikan penjelasan lagi bahwa yang dimaksud dalam perunmsan
ini adalah penghasutan yang dirumuskan secara formil, artinya untuk terjadinya
tindak pidana tidak perlu bahwa hasutannya itu membawa hasil akan adanya
akibat adanya orang yang sungguh-sungguh melakukan tindak pidana. Tindak
pidana sudah selesai terjadi manakala terdakwa sudah mengucapkan kata-
kata yang menghasut.

3.3 Tindak Pidana Penawaran Jasa Pengounaan Kekuasaan Gaib

Yang menjadi persoalan Pasal 292 di sini, apakah orang-orang yang diberi
tahu, ditawari, atau diberi bantuan, harus terpengaruh dan meminta bantuan
kepada terdakwa? Bagaimana kalau orang yang ditawari tidak memberikan
reaksi atau tidak mempan?

7 LM. van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus (On Strafreche 3 hn;
zondere deel bij zondere delicten). diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Jakerta, 1986, Hal, 80 - 81

84




B :Peml.mh'asml aias Rancangan Uadaag-t}ndang Tentéﬁg KUHP: L

Jlka dmhat dan perumusannya maka Pasal 292 ini dxrumuskan secara

& _formﬂ yaztu m}da.k pldana sudah cukup t@rbLﬂ(u apabﬁa Eerdakwa telbuktx tel 111 e

_menyatakan du}.nya mempunyax keku‘itan .gaib dan memberltahu atau,
o menawmkan atau membenbamuan Jasakepadaoxano iam Apakah penawaran -

- 'atau pembenbantuan dan seterusnya itu dxtanggapl atau dztenma oieh terdakwa -
B iztzdaklah menJ jadi pentlnﬁ untuk: pembukt:an J adl seixahpun penawarannya s

N  1 tersebut t1dak mempan 1erdakwa sudah dapat dzp1dana

: _3 45' Tméak Pz:iaﬁla Penguas_.__' _' n’zisengata Apl, Amumsx, Bahan Pe}edak L -
> _enja?.a Tajam, dan Senjaia Lam b e

Telhadap pemmusan Pasal 293 sampm dencfm ?asal 295 mempakan
zumusan yang ‘hampir : sama dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
Undzmg—Undang Nomor 1’?/Drﬂ 1951 sehmgga tidak pm Tu dlbenkan tanggapan
dan pembahasm }eb1h lanjut

3 S deak Pndana Tidak Meiaperkan atau Memhemahukan Adanya
Pelaku Tindak Pidana . ' s B _

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 296 sampai dencan Pasal 298
merupakan perbuatan yang pernah dirimuskan dalam Pasal 164, Pasal 165,
dan Pasal 166 KUHP. Dencan dexmklan udak perlu d;benkan tanggapan dan
pembahasan

3.6 deak Pidana Gangguan terhadap Keteriiban dan Ketenteraman Unum
3.6.1 deak Pidana Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Tindak pidana yang datur dalam Pasal 299 juga pernah dirumuskan
dalam Pasal 167 KUHP. Dalam praktik tidak banyak terjadi
- permasalahan penerapan Pasal 167 KUHP. Oleh karena itu, terhadap
‘rumusan Pasal 299 tidak perlu diberikan tanggapan dan pembahasan.

3.6.2 Tindak Pidana Penyadapén |

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 300 sampai dengan Pasal 303
ini diramuskan secara formil sehingga harus diartikan perbuatan dianggap
cukup terbukti bilamana telah selesai memasang alai penyadap, apakah
mereka berhasil atau tidak berhasil merekam pembicaraan orang lain
tersebut tidaklah relevan.
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3. 6 3 Ketenman p}darm yang chattu dalamn Paragraf 3, Pasal 304 (memaksa
L _mfasuk kanto; pemenntah) Paragraf 4 Pasal 305 ( furu serta d&lam

| ""pmkumpulan yang. melakukan tindak pidana) dan Paragraf 5 Pasal
+1306: (melakukan kekerasan terhadap orang ‘atau barang. secara

e belsanm-qama di muka umum) tidak akan dilakukan pembahaqan di
g kaiena %esunoguhnya pasal-pasal tersebut j juga diatur d?hm KUHP

(Pdsal 168 Sampal dengan Pasal 1705, - AL He

2 3.64 . _'I{etemuan p}dana yzmﬁ chatur dalam Pazacriaf 6 Pasal 307. sampzu
o dengan Pasal 308 (penyiaran berita bohonﬂ dan berita yano tidalk pasﬂ)
- merupakan ketentuan yang diatur d'llam Pasal XIV dan Pasal XV
o UndanG—Undancr Momor 1 Tahun 1946, sekahpun denﬁan sechkxt
' 'pemb'shcm xedalx 51 tetapi tidak mengurangi ma.ksud perumusm dehk

3.6.5 Ketentuaa Pldana sebagaimana dimaksud daiam Pamgz af2. (Pasal
309) sampai dengan Paragraf 8 (Pasal 315) merupakan tindak pidana
- yang juga diatur dalam Pasal 172 sampai dengan Pasal 181 KUHP
dan Bagian Kesembilan pada umumnya merupakan tindak pidana yang
sudah diatur dalam KUHP Buku Ketiga mengenai pelanggaran Pasal
510 sampai dengan Pasal 518, Tindak pidanatersebut sesungguhnya
banyak terjadi dalam prakiik, akan tetapi mungkin karena dianggap
ancaman pidananya terlalu vingan sehingga jarang atau tidak ditindak-
lanjuti melaloi proses hukum. Sekalipun demikian menuiut pendapat
saya, ketentuan pidana tersebut tetap diperlukan, Dalam masyarakat
yang semakin tertib, dan bila kesadaran masyarakat Indonesia telah
sampai pada situasi yang tertib, ketentnan dimaksud akan menjadi
relevan. '

Sedangkan perumusan Bagian Ketujuh (Pasal 316) mengenai penggunaan
ijazah atau gelar akademik palsu, adalah sudah tepat dengan ancaman pidana
yang cukup berat, pidana penjara 5 (litna) tahun. Hal ini berhubung banyaknya
lembaga-lembaga pendidikan yang tidak sah yang memberikan gelar akademik
maupun kecenderungan dengan mengejar ijazah palsu untuk kepentingan
status. Akibat perbuatan ini adalah sebagai pembodohan masyarakat.
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.. Pembahasan atas Ranc.aragau Undang-Undaug Tentang KUBE

4 deak Pzdana terhadap Penyelenggaman ?emdﬁan

_'¢§ }. deak Fldana ?enyesamn Fmses ?eradﬁan

ahﬁ%\a& yanﬁ dlbenk'm terhadap tmdak pld'm’i ini dn‘umuskan '

o Dlpzdana karena melaﬂukan tmdalx pldana te1hadap penyelen gmadn__ - :
- '._;:per"tddan denrran pldana penﬁra pahnolama 5 (hma) ifthun atau denda cian _-::_ .

'- seterusnya =

Kuahumgz tmdak pidana tel sebut kurancr tepat Larena

4. kuahﬁl\asz qeharusnyd menunjukkm 15111111 yang sudah menggambarkan

- pengertian sifat jahat suatu perbuatan. Kualifikasi pencurian (Pasal 362

; JUHP), penadahan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP),

: p_f_:;_iganiayaan (Pasal 351 KUHP), misalnya, menunjukkan dengan jelas

.- bahwa perbuatan tersebut terlarang, atau sebagai kejahatan. Sedangkan

_-kuali_fi_kzisi_ “nenyelenggaraan peradilan™ dalam Pasal 325 ini masih

- belum jelas menggambarkan kejahatan atau sebagai hal yang terlarang.

- Isuilah “penyelenggaraan peradilan” dapat memberikan gambaran yang

baik, vang seharusnya dilakukan, tetapi juga dapat diartikan buruk atau

jahatapabila dalam pelaksanaannya tidak baik. Dengan demikian, kualifikasi
tersebut kurang tepat.

b. . Kualifikasi “penyelenggaraan peradilan” merujuk kepada judul Bab V1,
yang menuiut sistematika RUU meliputi beberapa bagian (3 bagian), tidak
melulu pada Bagian Kesatu Pasal 325 yang dibert judul Penyesatan Proses

. Peradilan. Dengan demikian, kualifikasi Pasal 325 tidak konsisten dengan
- judul. Disarankan agar diubah kualifikasinya dengan “penyesatan proses
peradilan”.

4.1.2  Perumusan Pasal 325 khususnya ayat (2) hurof ¢ dan huruf d mengenai
penghinaan terhadap hakim dan publikasi yang dapat menimbulkan
stfat tidak memihak hakim

Perumusan “menghina atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak
hakim” dalam Pasal 325 ayat (2) huruf ¢ dapat menjadi permasalahan dalam
praktik. Penafsiran terhadap peramusan “menghina ataw menyerang”” kalao tidak

e

- Paéal 325 membmkan kuahf}kasi tmdakpidanadlsmnpmc menyebutkzm " -
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. diberikan penjeia'san dan penegasan, cenderung menimbulkan ekses pada
“Yesewenan g-wenangan” hakim, sebab sangat tergantung subjektivitas hakim.
Pemyataan penaszhat hukum atau jaksa atau terdakwa ataupun saksi di sidang
pengadilan dengan ucapan yang paling halus sampai dengan yang Kasar,
- misalnya, “hakim telah tidak menjalankan undang-undang sebagmmana
mestinya” , atan “hakim nyata-nyata melanggar undang-undang”, bagi hakim

. yang satu dapat dlmial sebagai pen ghinaan atau penyerangan, tetapi mungkm
- _b’l“i hakma yancv lam dlpandzmg sebageu hal yancr wajar )

Damﬂﬂau pula tentang perumusan mempubhha%;kan % atéu
“memperkenankan untuk di publikasikan” segala sesuatu yang memm‘oulkan
akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim, Persoalannya
apakah perumusan ini dapat mengurangi kebebasan media pers dalam
mengakses pemberitaan proses peradilan? Penafsiran yang sempit dapat
menyebabkan hal ifu terjadi. Jika perumusan ini dimaksudkan nntuk menlbqtaql
tindakan pihak-pihak berperkara yang memasang iklan putusan sela atau putusan
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana yang
tetjadi belakangan ini), maka hal itu dapat diterima agar tidak membingungkan
atau meresahkan masyarakat. Akan tetapi, apabila perumusan ini juga
bermaksud untuk pembatasan tethadap pemberitaan pers, perlu rasanya ditinjau
kembali atau setidak-tidaknya perlu dxberﬂ{an penjelasan agar terdapat
kepastian hukum.

Persoalan selanjutnya adalah menyangkut proses penuntutannya, apakah
" penyidik, tanpalaporan atau pengaduan hakim, dapat langsung menyidik perkara
dimaksud, mengingat delik ini tidak ditetapkan sebagai delik aduan. Oleh karena
tindak pidanaini menyangkut penafsiran suatu perbuatan yang dirasakan oleh
hakim yang mengadili, maka disarankan agar penyidikan dan penuntutan perkara
ini dilakukan setelah ada penetapan hakim yang menyatakan telah terjadi
penghinaan atau penyerangan integritas atau publikasi yang mengakibatkan
pengaruh sifat tidak memihak hakim. Penetapan hakim ini tidak akan
mempengaruhi objektivitas pengadilan dalam memuius perkara dimalcsud, oleh
karena hakim yang menyidangkan dan memutus adalah hakim yang lain.

Hal lain yang perlu dijelaskan dalam ketentuan ini, seharusnya ada
penegasan sebagai alasan pembenar, alasan yang menghapuskan sifat melawan
hukumnya perbuatan yaitu manakala perbuatan tersebut nyata-nyata dilakukan
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- Pembahasan atag Ranczmoan Undang-Undang Tentang KUHP .

. untuk membela dm at&u untuk kepentmgan Umum. Pe11u diberikanruang gerak -
~ bagi pxhak—plhak yang berperkara untuk mengemtﬂ{akan penciapamya manakah i :
'-:yzmg belsanglxutan chperlakukan tidak adil. - : s

_ Pen Ghmaan atau penyel angan dalam Pasal ini sehamsny*a dipcmdanﬂ .
: sebaoa,; penghmaan atau penyeiangan fomnl yzutu harus dmﬂal cara bacralmana co
} menyampaﬁ\_an pendapamya bukan 1smya e : :

o 4 2 ?@rumusan tmdak piciana y:emg dlmaksudkan dalam Bagian Kedua j 8

(Pasai 236 sampal dengan Pasal 333) tidak dilakukan pembahasan, -

mengmgai: THMUSAn-rnusan i:erse?mt pada umumnya juga pernah
dgmmuskan dalam K{}HP - -

4. 3 ?erluasan ?erbuatan dan Pemberatan Pldana '

_ Pemmusan Pasal 334 menurut pendapat saya terdapat beberapa ketentuan
pasal yano “berlebihan”™ karena umumnya pasal-pasal dimaksud sudah
menyangkut badan peradilan,

Pasal 403, misalnya menyanghut gratifikasi kepada dengan maksud
untuk mempengarthi putusan, pastilah suatu perbuatan yang berhubungan
denoan badan peradilan.

- Pasal 411 tentang membuat gaduh dalam sidang pengadilan, pastilah
suatu perbuatan yang berhubungan dengan badan peradilan.

Oleh karena i, kedua pasal tersebut seyogyanya dikeluarkan dari rumusan
Pasal 334

Sementara itu, terhadap pasal-pasal lain yang disebut (Pasal 413, Pasal
414, Pasal 415, Pasal 423 ayat (2), Pasal 644, Pasal 651, Pasal 652, Pasal
653, Pasal 654, Pasal 695, dan Pasal 696) jika menyangkut badan peradilan
seharusnya diberikan pemberatan pidana sehingga unsur “badan peradilan”
dijadikan sebagai unsur delik yaitu merupakan keadaan atau hal ikhwal
yang menyertai perbuatan. Pemberatan pidana dimaksud adalah untuk
- menunjukkan maksud perumusan pasal yang memandang badan peradilan harus
dihormati dan dijaga’kewibawaannya.
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5 - Ketentuan tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keandzman
Umum bagi Orang, Kesehaianﬁ Barang, dan Lingkungan Hldup

- Sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Bab VIII ini adalah parnah
dirumuskan dalam KUHP sehingga tidak seluruh pasal dilakukan pemb‘man
. Bebm apa Letemuan yang merupakan perumusan baru yang fidak ada. da}am
- KUHP atau perundang—undan gan pldana laimnya saja yang 3.kan dlbahas cian

3 dltanaﬁapl

' :5 1 deak Pzdana teﬂladap Enf@rmaﬂka dan ’Z{‘eﬁemat}ka |

Kejahatan yangdiatur dalam Bagian Kelima ini (Pasal 368 sampai dengzm
Pasal 375) adalah melipuii kejahatan:

a. Penggunaandan perusakan informasi elektronik dan domein,
b. Tanpahak mengalkses komputel dan sistemn elektronik (judul dalam RUU
- mmpal{nya terdapat salah ketik karena penggunaan kata tanpa hak yang
 mengulang dua kali, pada awal dan akhir judul “Tanpa Hak Men ga}\ses
Kompuater dan Sistem Elektronik Tanpa Hak™).
c.  Pomografi anak melalui komputer

Dari ketentuan tersebut di atas, khusus untuk tindak pidana tanpa hak
mengakses komputer dan sistem elektronik, tampaknya merupakan pengaturan
untuk melindungi negara, pemerintah dan sistem informasi keuangan bank sentral,
perbankan dan lembaga keuangan.

Sementara itu, ketentuan yang mengatur perlindungan masyarakai umum,
dirumuskan dalam Paragraf 1 (penggunaan dan perasahaan informasi elektronik
dan domein) dan Paragraf 3 (pornografi anak melalui komputer).

Pertanyaan yang diajukan, apakah rumusan-rumusan tersebut sudah
memadai untuk menangkal kejahatan yang menggunakan sarana komputer,
mengingat perundang-undangan di negara lain, seperti Canada, misalnya,
mengatur ketentuan tindak pidana komputer itw meliputi: pencurian, penipuan/
penggelapan, penyalahgunaan komputer, penyalahgunaan data, pornografi anak,
penyadapan komunikasi dengan menggunakan jaringan teknologi komputer
dan sebagainya.® Pembahasan yang lebih mendalam kiranya memerlukan
perbandingan hukum dengan negara-negara lain.

8 Mohon diperhatikan, George S, Takach, Computer Law, Irwin Law, Toronto Canada, 1998, hal.
137 - 203
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= 5 2 deak Pﬂdana ng%mngan Hléﬁp

. _Pasal 384) mengaim tentancr tmqu pldana hngkun&an hldf_ip P‘lda Paragraf 1 o

: i’embahasaﬂ 'eita'i.}?.ancangan Undang-Undang Tentang KUHP. -

;'da Bagtan Kedelapan dan 'E'ab V IH ini (PdS'ﬂ 3’79 S‘nnpau denﬂan__'_ o

- dlatm temang pencemaran dan pemsakan hncrhungaﬁ h1dup (Pasql 379 dcm'i'- e

* - Pasal 380). Akan tetapi, yang diatur di sini adalah  mengenai per buatan (sengaja

'.f__.ﬁatau kealpaan__'yang mengakzbmkan pencemman dan/’ttau pexusqkan k
lmﬁkunsan hldup Baoamana tentang. perbuaian yang mengirim, L

o 'o}_’cur menwmpan bahan atau limbah yang dapat. mengakibatkan .- _
pemema:an aiau pe:umkan lmg.kungan scpel tiyang akhir-akhir ini terjadl.'..

- _.penﬂzmnan atau peﬁgalwkutan limbah atau bahan yang berbahava bagi =

hnﬁktmgan yang berasal dam Tuar neﬁeri‘? Pﬂlaﬁ\«pﬂ}aix penoimn penerzma atay N\

w pengang igkut (pei usaha’m kapal) ternyata t}dak terj{ﬂ ai dalam Lmdak ptdana_ '
: _'_hnokuncran hxdup

Oieh Laa ena zm dlszu ank'm agai per UNTLS T pasal ters ebm dzper l uas
sehmg ga upaya menjaga kelestarian li ngkungan dan menjaga wilayah negara
tidak dijadikan tempat pembuangan sampah limbah tercemar lingkungan, dapat
berhasil secara optimal.

5.5 Tindak Pidana Membahayakan Negara atau Kesehatan

Dalam Paragraf 2 (Pasal 388) diatur mengenai tindak pidana transplantasi
organ tubuth, dengan rumusan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam
pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atan transfusi
darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling banyak Kategori TV.”

Rumusan yang demikian apabila ditafsirkan secara harfiah berarti snatu
rumah sakit (terutama ramah sakit swasta) yang melakukan operasi transplantasi
organ tubuh atau jaringan tubuh atau fransfusi darah, misanya, melakukan operasi
cangkok gimjal, akan dapat dituntut dan dipersalahkan melanggar Pasal 388.
Rumah sakit tersebut memungut biaya untuk operasi dan juga mengambil
keuntungan finansial dari usahanya, sehingga memenuhi unsur melakukan
perbuatan dengan tujuan komersial.

Sesungguhnya ketentuan yang dilarang di sini adalah perdagangan organ
tubuh atau jaringan tubuh atau darah manusia yang dapat mengandung ekses
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- seperti pada terjadinya penculikan dan pembunuhan orang dengan: tujuan
menwambll organ tubuh atau jaringan tubuh manusia yang sehat untuk dijual
1<;c-:pada orang yang sakit yang memerlukan transplantasi or, rgan mbuh atau
Jarmgan tubuh : '

~Oleh kalena 1tu dlsarankan agar ramusan dengan “fujuan komeisml ’
dxubah dengan’ mmusan “berszﬁzt melawan hukum sehmc,ga mennhm
' penaf51ra11 1eb1h hias IR ' HALE

'6 ?enutup

Pembahasan ymlg ciﬂakukan ter hadap RUUini pastﬂah belum sempuma
Namun demﬂuan diharapkan dapat menggugah pemikiran lebih lanjut bag1
penyempurnaan RUU sehingga berhasil menjadi undang-tndang yang sempuimna
dan kurang menimbulkan permasalahan dalam penerapan prakiik peradilan.c
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